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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  2 
ayat (2)  huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak 
Reklame;

Mengingat : 1 Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959 
tentang  Pembentukan  Daerah-daerah Tingkat 
II  di  Sulawesi  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1959  Nomor  74,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
1822);

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  78, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3209);

3 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2000 
tentang  Pengadilan Pajak  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2000 Nomor  81, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3689);

4 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  4437)  sebagaimana  telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2008  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844);

5 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 
tentang  Perimbangan  Keuangan  antara 
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);
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6 Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);

7 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2011 Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
5234);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan 
Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah 
Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4737);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan 
Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan  Pajak 
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5161);

12

13

Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007 
tentang  Pengesahan,  Pengundangan,  dan 
Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-
Undangan;

Peraturan  Menteri  Dalam   Negeri  Nomor  53 
Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Produk 
Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14 Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2010 
tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di 
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sinjai 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
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15 Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun  2010 
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan 
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sinjai 
Tahun  2010  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran 
Daerah Kabupten Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI 

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapka
n

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG 
PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat 

DPRD,  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat  adalah  pegawai  yang  diberi  tugas/wewenang  tertentu 
dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

6. Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  pajak,  adalah  kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 

dan  corak ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial 
memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan,  atau  menarik 
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang 
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum.
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9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak 
melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk  apa  pun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Subjek  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  dapat 
dikenakan pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi  pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Tahun Pajak  adalah  jangka  waktu  yang  lamanya  1  (satu)  tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat,  dalam masa pajak,  dalam tahun pajak,  atau dalam bagian 
tahun  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan perpajakan daerah.

14. Pemungutan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pajak  yang  terutang  sampai  kegiatan  penagihan  pajak  kepada 
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Masa  Pajak  adalah  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  kalender  atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 
3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

16. Surat  Setoran  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  SSPD, 
adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  yang  telah 
dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  atau  telah  dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah,  yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terutang.

18. Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Lebih  Bayar,  yang  selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah  kelebihan  pembayaran  pajak  karena  jumlah  kredit  pajak 
lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang.

19. Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Nihil,  yang  selanjutnya  disebut 
SKPDN,  adalah  surat  ketatapan  pajak  yang  menentukan  jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat  Tagihan  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  STPD, 
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  pajak  dan/atau  sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-5-

21. Surat  Keputusan  Pembetulan  adalah  surat  keputusan  yang 
membetulkan  kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung,  dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan  perpajakan  daerah  yang  terdapat  dalam 
surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, 
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak 
daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, 
surat  ketetapan  pajak  daerah  lebih  bayar,  surat  tagihan  pajak 
daerah,  surat  keputusan  pembetulan,  atau  surat  keputusan 
keberatan.

22. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap  surat  pemberitahuan  pajak  terutang,  surat  ketetapan 
pajak daerah,  surat  ketetapan pajak daerah kurang bayar,  surat 
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan 
pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau 
terhadap pemotongan atau  pemungutan  oleh  pihak  ketiga  yang 
diajukan oleh wajib pajak.

23. Putusan  Banding  adalah  putusan  badan  peradilan  pajak  atas 
banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh 
wajib pajak.

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi  keuangan yang 
meliputi  harta,  kewajiban,  modal  penghasilan  dan  biaya,  serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,  yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan  nama  Pajak  Reklame  dipungut  pajak  atas  setiap 
Penyelenggaran Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 

berikut :
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.

(4)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :


